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ABSTRAK

Hukum Tata Negara Darurat adalah Hukum Tata Negara yang berlaku dalam keadaan
darurat. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan sistem
hukum tata negara darurat di Indonesia serta bagaimana pelaksanaan produk hukum
dari keadaan darurat dalam system ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang
digunakan dalam skripsi im adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan
berdasarkan data sekunder, sedangkan dilihat dari sifatnya maka penelitian ini
digolongkan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan
tentang pokok masalah yang ditcliti. Penclitian mengenai implomentasi hukum tata
negara darurat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ini dilakukan dengan tujuan
uniuk menganalisis konsep negara darurat dalam system ketatanegaraan Indonesia.
~ Implementasi hukum tata negara darurat telah menghadapi kendala dalam
. pelaksanaannya, seperti kecenderungan penggunaan hukum tata negara Mmt yang
~ beriebihan oleh pemerintah dan mimmnya perlindungan hak asasi manusia selama
~ masa darurat. Kesimpulannya, pelaksanaan produk hukum dari keadaan darurat dalam
~ system ketatanegaraan Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas namun _!uga.
: arus dilakukan dengan penuh kewaspadaan dan pengawasan untuk memastikan
sahwa keadaan darurat tidak disalahgunakan oleh pemerintah.
tata kunci: Negara darurat, Sistem ketatanegaraan Indonesia.
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BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik

simpulan dan saran sebagai berikut:

g

Kesimpulan

Pengaturan Sistem Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia diatur dalam

UUD 1945 dan dilaksanakan dengan mengeluarkan Perpu oleh Presiden yang
kemudian disetujui oleh DPR. Sistem ini diterapkan dalam situasi darurat atau
bahaya yang mengancam keamanan dan stabilitas nasional, seperti bencana

. alam, krisis politik, konflik bersenjata, atau ancaman teroris.Dailam keadaan

darurat, pemerintah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengambil
tindakan yang diperlukan guna mengatasi situasi tersebut, namun harus tetap
prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pemerintah juga wajib

memberikan informasi secara transparan dan terbuka kepada masyarakat

&

kait keadaan darurat dan tindakan-tindakan yang diambil.

produk hukum dari  keadaan darurat dalam sistem
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ne L e Sabilits nasional. Namun, dajam pelaksanaannya, terdapat kritik

3 b terhadap penggunaan keadaan darurat ojeh pemerintah.
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